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Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP) mg { \pr. \(\: \ NQMN
Tanggal Pembuatan IS~ - -wrF\_ .MQMA
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPFTA KARYA, DINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

ULAK, M.51,
bina Utarma Madya, Gol W/d
NP 19670626 199603 1 004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum

Kualilikasl Pelaksana

- -

UL Namor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UL Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pecaturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Menter Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomar 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencaraan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Dalam Neger Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter: Dalam Negeri Namor 67 Tahun 2020 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
langka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemenintah Daerah

Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD

= Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode S tahun kedepan
Pendidikan formal minimal 011 (keaangan, administrasi, manajemen)
Mampu mengoperasikan 11

Peralatan [/ Perlengkapan

Keterkaitan
SOP Pelaksanaan Rapat
SOP pencarian data dan informasi

- Dokumen RPIMD
Dokumen APBD/ APBD-P
- Perangkat Komputer dan ATK
- Meja dan kursi kerja
- Ruang rapat

Pencatatan dan Pendataan

Peningatan

Jika hidak gilaksanakan sesum SOP, maka proses penyusunan Renstra ini idak
akan berjalan lancar

. Disimpan sebagal data elektronik dan manual
. Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan




Waktu yang dibutuhkan

Prosedur  Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Pelaksana Mutu hake
No. Kegiatan MPerencana|  Analis  |Pengolah Data Kemrongsn
Kadis Sekdis Kelengkapan Waktu Qut put
Ahll Muda | Perencanaan | dan Informasi g g
1 2 ] El 5 6 7 8 2 10
1 |Memerintahkar penyusunan RENSTRA Dinas Cipta Karya, Bina
Kenstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara A V Agenda Kerja 30 Menit | Disposis!
2 fm:ﬂ;mm_mmﬂgr pembustan format Um«...m.._an..__m: datadan . — m. .:. ﬂ Io. . B
Informasi RENSTRA lima tahunan dari masing-masing bidang , u__ m”.. i 1Jam |Format Laporan
ntor |
dan sekretanat " | |c * . e
3 |Membuat format pengumputan data dan informasi RENSTRA
lima tanunan kedepan kemudian menyampaikannnya kepada Format penyusunan
masing-masing bigang dan sekretariat untuk dllengkapi data Biokumen fienstre L Hari |Konsep laporan
yang dioutuhkan
"4 |Membuat surat uncangan rapat pembanasan penyusunan TN e 1 — 1 I 1
RENSTRA dzn menyampaikannya kepada masing-masing Surat Undangan 30 Menit undangan di
bidang dan sexretanat distribusikan
5 w__m_urb?.xma rapat pembahasan RENSTRA lima tahunan 4 o e I ) D D i -
sekaligus mengumpulkan data dan informasi RENSTRA lima Bahan rapat, s5jam |Notulen Rapat
tahunan darl masing-masing bidang dan sekretariat proyektor
5 ..,._lmm.mvﬂ__.....u:: data can memasukkannya dalam .muoa.: y .Uws qw:_w|a_ﬂ.2r_3ﬂ I . D il
RENSTRA xemudian melaporkan kepada Sekretaris Ginas | dari bidang dan 15 harl |Data terhimpun
untuk di penksa “jnmr sekretariat
7 Inn,azrry:.{.u.._mm:m__m_u data dan informasi RENSTRA . - I 21
lima tanunan yang teiah terkumpul, jika sesual diterima dan Data terhimpun 1 Han |Konsep laporan
jixa belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki /
55 ?.n1<_uwcﬂ umﬂwmﬂ laporan RENSTRA lima tahunan Ya
| Konsep laporan 5Harl | Dispasisi
3 |Melakukan rapat koordinasi membahas laporan RENSTRA ke 1 Undangan Rapat.
-+ 2jam |Notulen rapat
Bappeca Provinsi 1 Konsep laperan
10 |Memparbaixi konsep laporan RENSTRA berdasarkan hasil —
rapat kcordinasl dengan Bappeda Prov.sultra dan n/ -t -l Konsep laporan 5 Han |Draft Laporan S0P Pelaksanaan Rapat
ményampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani
1 I.:.M_....a...nw:nm.:hnmv_ﬂcag RENSTRA OPD oleh xadis untuk Ya
diteruskan Bappeda Provinsi Draft laporan 30 Menit |Laporan RENSTRA  |SOP pencarian data dan informasi
- —_— —— e —————— s - P—— —— P B —— S— — — ———— e e
12 [Menerima Dokumen RENSTRA, membuat penomoran,
membubuhi stempe! Dinas, menggandakan dokumen sebagai u" - - Dokumen RENSTRA 30 Menit Dokumen
arsip dan Membuat surat pengantar untuk di kirim ke - Surat pengantar terdistribusi
Bappeca Provins
26 Hari 10 Jam
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Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Boo-\ /463a / Vi) 202y

Tanggal Pembuatan

jub 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS!

DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

Embing (ftama Madya, Gol.1V/d
NIP. 19670626 1996031 004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

7

N x.nlw. —cWY
Penyusunan RKA oS o~

asar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2raturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

aerah
2raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

2ngelolaan Keuangan Daerah
2raturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023
:ntang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ahun Anggaran 2023
eraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

usunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina
onstruksi Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara

- S-1 (Strata-Satu) atau yang setara

- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan
- Memiliki kemampuan dalam menyusun RKA SKPD, menganalisa data dan informasi laporan Keuangan

Peralatan / Perlengkapan

-eterkaitan
OP Penyusunan RENSTRA OPD

OP Penyusunan Renja OPD
OP Pelaksanaan Rapat

- Dokumen RKA Tahun sebelumnya
- Pedoman Penyusunan RKA

- Perangkat Komputer dan ATK
KUA PPAS
Pencatatan dan Pendataan

Data kepegawaian dan profil, laporan tahunan, usulan program dan kegiatan dari Sekretaris, Bidang, Kasubag/Kasie

’eringatan

)PD tidak dapat melaksanakan rencana penggunaan keuangan daerah
JPD tidak dapat menyusun pelaksanaan dokumen anggaran

JPD tidak dapat melaksanakan penggunaan anggaran sesugi perencanaan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Dokumen RKA Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi Dan Tata Ruang Prov. Sultra




Prosedur : Penyusunan RKA

n < Pelaksana Mutu baku
No. :Da—ﬂ_—u_a i Penelaah Pengolah 2 x.-aa”:
b Kadis Sekdis |Perencana| Teknls | datadan wH””M“h ﬂmﬂmﬁ;s:\ Waktu Qut put
! Ahli Muda| Kebijakan | Informasi Sapan
I 2 3 4 8 6 7 8 -9 10 11
1 |Mengintruksikan kepada Sekretaris untuk penyusunan RKA
dan DPA Dinas Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata . v Agenda Kerja 30 Menit | Disposisi
Ruang Prov. Sultra
2 |Mengundang rapat pembahasan RKA kepada bidang-bidang 3
dan sekretariat Disposisi 30 Menit|Undangan Rapat
3 |Menyelenggarakan rapat dengan bidang-bidang dan s - Disposisi
sekretariat untuk segera menyusun usulan RKA OPD sesuai - Undangan Rapat hari Ubdlon et
program/ kegiatan berdasarkan KUA PPAS Abalanprops | DY [esemndan
i notulen rapat
kegiatan
5 |Mengumpulkan dan rekapitulasi/ verifikasi usulan RKA 3 Rekapitulasi
Usulan program
; 4 hari  [Usulan program
kegiatan
kegiatan
6 |Melaksanakan rapat pendalaman penyusunan RKA Rekapitulasi Draft dokumen
% Usulan program 4Jam |RKA dan notulen
kegiatan rapat
7 |Melanjutkan hasil usulan RKA dari rapat pendalaman untuk
disampaikan ke BAPPEDA (verifikasi dan sinkronisasi dengan R Draft dokumen 4 Draft dokumen
dokumen-dokumen terkait lainnya) & RKA i RKA
i il verifikasi dan sinkronisasi BAPPEDA
! (s AT _ ' Tidak Draft dokumen . |Draft dokumen
- | < 3 hari
i RKA RKA
M ifikasi dokumen Draft RKA, jika sesuai dilanjutkan dan
3 % emverifikasi nn.v :. 3 e ] ) \/ _ Draft dokumen . |Draft dokumen
jika belum sesuai, diperbaiki < RKA 1 hari RKA
Ya <
jui dok RKA
10 [Menyetujui dan Menandatangani dokumen Dol
1jam |Dokumen RKA
RKA
11 |Membuat surat pengantar, membubuhi stempel dinas, i
pencmoran surat, menggandakan umvwmm_ arsip lkemudian Dokumen RKA dan 1jam - Dokumen RKA P A
mendistribusikan Dokumen RKA sesuai kebutuhan surat pengantar - Surat pengantar
12 |Dokumen RKA E:mu._u._u"m xw@? Bina Konstruksi dan Tata | 4 L Dokumen RIEA s T Dokumen RKA —
Ruang Prov. Sultra di distribusikan — - - Surat pengantar | -Laporan
Waktu yang dibutuhkan 14 Hari13 Jam
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Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tanggal Pembuatan

goo-1 /463b VI / 104
U W 202y

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

AR .Si.
Ew_zmé,ﬂs.mémn...w Gal, _o}% L\
NIP. Mmmuammmrmow 1004/

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

T

Penyusunan Laporan vo:#m_\m:mwr_ﬂns _.ﬂ_ﬂm;_._ﬁ_.. Daerah
(LPPD) il

mmq Hukum

Kualifikasi Pelaksana

JU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

‘eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
elaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2019 tentang Laporan dan
valuasi Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah (LPPD)

urat Itjen Kemendagri Nomor 050/209/1) tanggal 20 Januari 2022 perihal Pedoman
eviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

araturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
ssunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina
onstruksi Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara

Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD OPD

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

ateriaitan

Peralatan / Perlengkapan

JP Alur surat masuk dan surat keluar
JP Pencarian Data dan Informasi

JP Peryusunzn RENSTRA OFD

JP Penyusunan Fenja OPD

Format LPPD

Laporan Realisasi Keuangan

Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD
Data dan Informasi asset OPD
Perangkat Komputer dan ATK

muwu_ﬂ_:

Pencatatan dan Pendataan

a ticak dilaksanakan sesuai S0P, maka proses penyusunan LPPD ini tidak akan
T.aan ancar

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




drosedur : Penyusunan LPPD
Pelaksana Mutu baku
i Penata Kelola i
Kegiatan Sistem dan Persyaratan eterangan
Kadis Sekdis |Perencana 4 / Waktu Out put
3 Teknologi Kelengkapan .
Ahli Muda ;
Informasi
s 3 4 L 6 7 8 9 10

Vienginstruksikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

semerintzhan Daerah (LPPD) kepada Sekretaris ‘ " Agenda Kerja 30 menit | Disposisi

wizlzkukan koordinasi dengan tim perenecanaan untuk A 4

senyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Agenda Kerja 30 menit |disposisi

LPPD)

\Wembuzat format pengumpulan datz dan informasi LPPD dan

menyampaikan format pengumpulan data dan informasi LPPD " Format Laporan, Bahan

«epada masing-masing bidang dan sekretariat serta Data dan Informasi, — Bahan Data dan
Menghimpun kembali format tersebut kemudian bahan data dan Informasi, draft laporan
\engznalisis dzn mengevaluasi datz dan informasi LPPD yang informasi
telzh terkumpul
Viembuzt konsep L=poran Penyelenggaraan Pemerintzhan Tidak
Dasrzh (LPPD) OPD [ = ™ < Draft laporan 2 Hari |Draft laporan

1
\A=ngzoreksi konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan >
2 - - - 5 x - Jsm
aerah (1P ad 1 SKar : k =2 )
Daerah (5 mu‘y. .:w_u Gm ujui m.xma mnmEnrma ke Kadis, jika < e WURY [p——
idak disetujui maka dikembalikan ke kasubag untuk <
fperpaiki kembali
| A
- . - Dokumen LPPD
Meizkukan penandatanganan dokumen LPPD Draft laporan ljam | Bisposisi
fembuzat surat pengantar,membubuhi stempel dinas, v - Dokumen LPPD - Dokumen LPPD
nembuat penomoran surat,menggandakan dokumen sebagai ‘ v . Suratipenganitar ljgm | Disposisi SOP surat keluar
rsip kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan
10 hari 3 Jam

Vaktu yang dibutuhkan

—
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Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

[ Boo-1 /YeF:C /I /262

U by 262y

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

49.. Ir. WA EFEENDI
mbina Y1ama Madya, Gal, Iv/d .m‘.
NIP. 19670626 199603 1 004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

vm:i._m_._:“: Rencana Kerja (RENJA}

Kualifikasi Pelaksana

sar Hukum
No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

‘mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
ahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
aksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

rmendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
iluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
ntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
1gka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
njang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
merintah Daerah

raturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
rencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara
nyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

- Menguasai pengoperasian Komputer

- Memahami tata cara dan tahapan penyusunan Rencana Kerja OPD
- Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD

terkaitan

Peralatan / Perlengkapan

)P Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA-OPD)
IP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP-OPD)

- Dokumen Renstra QPD
- Format penyusunan Renja
- Perangkat Komputer dan ATK

Pencatatan dan Pendataan

rringatan
consistensi dan asinkronisasi dalam perencanaan Pembangunan
gagalan pencapaian visi dan misi OPD dalam mendukung pencapaian visi dan misi

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

pala Daerah



Prosedur : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

: i Pelaksana Mutu baku
No. Keglatan it | Penelaah : . . Keterangan
Kadis Sekdis |Perencana| Teknis ”M_.M.u.il:h Waktu Output
= : Ahli Muda | Kebijakan a. ¢ i e
it 2 3 4 B 6 7 8 - 10
1 |Menginstruksikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD
kepada Sekretaris — ._,1 Agenda Kerja 20 menit | Disposisi
2 [Menugaskan dan memberiarahan kepada tim perencanaan
untuk membuat tim Penyusunan RENJA Disposisi 30 menit | Disposisi
3 |[Membuat tim Penyusunan RENJA
Disposisi 1Jam |Disposisi
4 .
Membuat format pengumpulan data d formasi
e u mz,_s -Format data dan
Penyusunan RENJA kemudian menyampaikan format tersebut . a .
ke masing-masing bidang dan sekretariat, menghimpun - PHpHRl, Fonma RIOCAHER
. : i data dan 7 hari |-Bahan dan data
format data dan informasi serta menganalisis dan z
. . . informasi -Konsep Laporan
mengevaluasi data dan informasi penyusunan RENJA yang RENIA
telah terkumpul
8 |Memeriksa konsep rancangan Penyusunan RENJA sebagai
bahan rapat koordinasi Internal OPD kemudian melakukan PR T— —
rapat koordinasi bersama bidang-bidang dan sekretariat Tidak plap ) plap
= ol RENJA 2hari |RENJA
untuk membahas konsep rancangan awal RENJA serta I
-Undangan rapat - Notulen rapat
menyusun konsep laporan penyusunan RENJA I
1
11 |Mengoreksi konsep Laporan Penyusunan RENJA. Jika disetujui
: P ; =45 - Konsep Laporan
akan diteruskan ke Kadis, jika tidak disetujui maka RENJA 2 Hai Draft laporan
i i ke kasubag untuk diperbaiki kembali, B RENJA
dikembalikan ke kasubag p \ Motudon tagiat
12 [Penandatanganan dokumen RENJA oleh Kadis kemudian Ya Draftisporsn - Dokumen
diserahkan ke Kasubbag * GEMIA 10 Menit | Laporan RENJA
| - Disposisi
13 |Membuat surat pengantar, membubuhi stempel dinas, ﬁ - Dokumen Boiiomen
i arsi ian di RENJA "
sza_ﬂo_ﬂ s szmwm:n”__nm: St e SN U _..””Mw:mz m._Sq ljam [laporan RPIMD |SOP surat masuk dan keluar
distribusikan sesuai kebutuhan peng - Surat Pengantar
Waktu yang dibutuhkan 11 hari3Jam
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DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
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Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Yeor\ /Y6y d /I 202

Tanggal Pembuatan

Lo %om\o“

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA
e m— e

PSP

Pembina Utama Madya; Gol. (V/d
NIP. 19670626 198603 1004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permendagri No. 34 Tzhun 2011 tentang Pedoman Evaluasi LAXIP di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntzbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Pergub No. 59 tahun 2019 Tentang Disiplin ASN

- Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD

3. SOP Pengarsipan
4. SOP Penyusunan LPPD

5.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Alur surat masuk dan surat keluar - Renstra OPD
2. S0P Pencarian Data dan Informasi - Format penyusunan LAKIP
- Dokumen Penetapan Kinerja

- Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD
- Laporan Realisasi Keuangan

5. SOP Renstra
6. SOP Renja - Perangkat Komputer dan ATK
Peringatan _um_._nmnu»m_.., n_u_... Pendataan - I
- Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

- Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan

berjalan lancar.




Prosedur : Penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

: Pelaksana “Mutu baku -
No. - Keglatan i Penelaah : 7 : : Ketera,
S g Kadis Sekdis |Perencana| . Teknis “mwﬂm_n._Mw cmﬂw ”mﬂmﬁaﬁsh Waktu. |~ Output ;
I - -
Ahll Muda | Kebijakan At S, e
1 2 3 4 5 G 7 g 9 10
1 [Menginstruksikan Penyusunan LAKIP kepada Sekretaris
UI Agenda Kerja 20 Menit | Disposisi
2 |Menugaskan dan memberi arahan kepada tim perencanaan
untuk Penyusunan LAKIP Disposisi 30 Menit | Disposisi
3 |Membuat format pengumpulan data dan informasi Disposisi, Format
. - h4 ! Format Laporan,
Penyusunan LAKIP untuk masing-masing bidang dan _ Laporan, Bahan Sibar: UibarBatacd
sekretariat kemudian menghimpun kembali data tersebut Data dan il i m._..m an
: i g Informasi
untuk di analisis Informasi
6 |Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kit Gt e
Penyusunan LAKIP yang telah terkumpul = i 2 Hari |Konsep laporan
7 |Membuat konsep Penyusunan LAKIP dan Menyusun LAKIP Tidgk . | L - aHari |Konsep laporan
P
8 |Mengoreksi konsep awal Penyusunan LAKIP . Jika disetujui . _
akan diteruskan ke Kadis, jika tidak disetujui maka \1 Konsep Laporan 1 Hari |Draft laporan
dikembalikan ke kasubag untuk diperbaiki kembali. ==
- Dokumen
anan dokumen LAKIP Ya
W ks npemandetong < Dokumen Laporan| 10 Menit |Laporan
- Disposisi
10 |Membuat surat pengantar, membubuhi stempel dinas, WaxM_HM:zoacq - Dokumen
menomor surat, menggandakan sebagai arsip kemudian uﬁU .éww“ s 2jam |laporan SOP surat masuk dan keluar
didistribusikan sesuai kebutuhan um:m.mmznmm: - Surat Pengantar
8 Hari 3 Jam

Waktu yang dibutuhkan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
JL. HALUOLEONO. 5 TLP: (0401) 3122927 FAX: (0401) 3122927 KENDARI 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LKPJ)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS!
DAN TATA RUANG

Nomor mﬁ_.au_, Operasional vqommncﬂ (sop)

Tanggal Pembuatan

mool—IE.mme /i [ 2024

Jala 202y

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN.TATA RUANG PROV. SULTRA

Madya, Gol. Iv/d
\%ﬁ m& 526199603 1 004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

_um:.\_._mcm.\: _.uuog.nxm—masmm: Pertanggungjawaban

Pemerintahan Daerah (LKP1)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelalksana

1. UU Nomor 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Memiliki kewenangan dalam penyusunan LKPj OPD
2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
kepada pemerintzh, kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan informasi laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
4, Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Pergub No. 59 tahun 2019 Tentang Disiplin ASN
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Alur surat masuk dan surat keluar = PormatLily
2. SOP Pencarian Data dan Informasi = __wmmom_z_._m_”ﬂ_u_””_ _A_mncumu:mmm”” el
= dia ga as
w MMM ”M”h%xb - Data dan Informasi asset
5. SOP LAKIP - Perangkat Komputer dan ATK
7. SOP LPPD
: Pencatatan dan Pendataan
vn::wnn%m: - Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKPj ini tidak akarn
berjalan lancar

- Arsip Dokumen




Palukszna Mty Bavi
No. Kegintan i Paenalaah
Pengolsh Dt oy :
Kadls Sekdis |Parencana| Taknis p _:_N_._q S “!—o:awg. Wake Out put
Ahll Muda | Kebijakan | "
1 2 E] q 5 6 7 z 9 B
1 |Menginstruksikan Penyusunan LKP] OPD kepada Sekrelarls
A w hgendz Yerjz 10 Menit | Disposisi
2 gascmauruﬂ. dan _._._m_.SUml arahan #O—umaw tim perencanaan . - - - - e 2
untuk Penyusunan LKPj OPD Disposisi Zjzm |Disposisi
|
3 |Membuat format pengumpulan data dan Informas| = 0 - S “
Penyusunan LKPj, menyampaikan format pengumpulan data v i
]
dan informasi ke masing-masing bidang dan sekretarlat Disposis! Shas |F T—
kemudian menghimpun kembali format yang telah diberikan
ke masing-masing bidang dan sekretariat
4 |Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi | - Bahan i
Penyusunan LKPj OPD yang telah terkumpul . Format Laporan 2 hari e
S [Membuat konsep Pemyusunan LF) OPD Tidak Bahan Data dan Bahan Data dan
= » 1 han 2
_I [ ¥ Informasi informasi
6 |Memeriksa Draft _bum_w: Penyusunan LKPj OPD untuk
mendapat persetujuan. Jika disetujui maka ditandatangani, Bahan Data dan 2hari [Konsep laporan
dan jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Sekdis untuk y——
dilakukan perbaikan
i dok LKPj OPD
% [eenmdetngi ol Yo Konsep laporan 1jam |Konsep laporan
S == Draft laporan,
2 |Membuat surat pengantar, membubuhi stempel a_smm.. r sekimentagon] i ot
penomoran surat, menggandakan sebagal arsip kemudian ‘U siesip
didistribusikan sesuai kebutuhan .
10 Hari 2 Jam
Waktu yang dibutuhkan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluo -
leo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR



Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP) @HV, ) / m_@ M m(\:&
Tanggal Pembuatan \ rCrC“ Y R
Tanggal Revisi Y - il =
Tanggal Efektif o J— i
Disahkan Oleh KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
/7 \DAN TATA RUANG PROV. SULTRA
[f ~/ I v M .,,
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA L ¢ I
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) wb\.._nmniau:nw,n: Surat Keluar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana =
1. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |1. Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang pekerjaannya serla
Prosedur Administrasi Pemerintahan; dapat mengoperasikan komputer

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |2. Kasubag Umum dan Kepegawaian : S2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / S2 yang serumpun
Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana, diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Sospol, $1 Ekonomi,S1 Hukum dan memahami bidang
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis pekerjaannya

Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
. Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); | 3. Sekretaris : S2 Manajemen/S
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2023 tentang yang serumpun diutamakan dengan iatar belakang

Pedoman Tata Naskah Dinas; bidang pekerjaannya
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 4. Ka. Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang serumpun

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tala Kerja Dinas Cipta Karya, Bina diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami bidang
Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. pekerjaannya

2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2
Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami

£

o

Peralatan / Perlengkapan

Keterkaitan
1. SOP Surat masuk

1. Buku pedoman tala kearsipan
2. Buku Agenda

3. Lembar disposisi

4. Buku kendali surat keluar

5. ATK

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

1. Keterlambatan Informasi;
2. Pengadministrasian surat masuk tida
bisa ditindaklanjuti tepat waklu.

k tertib mengakibatkan informasi tidak




Pelaksana Mutu baiu
No. Kegiatan
Penerima Su Kasubag. | Pengadministrasi Keterangan
Surat | KepslaDinas | Sekretaris TataUsaha| Perkentoran | PETSY2ratan Kelengkapan | Waktu Output
1 2
3 4
1 [Menerma dan mengetik konsep surat dan pengeicla unit J A g .- 2 .
kerja nse t, T h
LU Woﬂum_u sural, Tala Naska 30 menit | Draft surat keluar
2 |Meneliti Tata Naskah surat dan membubuh) paral -
hierarki Ya J/ Tidak |
e — Draft surat, Teta Naskah Dinas 5 ment |Draft surat terparaf
3 [Menelti surat dan membubuhi paraf hierarki T
% Tidak Draft surat
a I-AVI M Led” 5ment |Draft sural terparal
4 |Menandatangani Surat Dinas M
Draft surat terparaf Sment |surat dinas ”
5 |Mencatat.Memberi nomor, memberi stempal dan tanggal
sural serta menggandakan untuk keperiuan arsip rd sural dinas, buku agenda it ot dons tedidd ‘
sural keluar s :
6 [Membuat tanda terima surat dan Mendistribusikan surat
sesuai kebutuhan _ L surat dinas 30 menit |surat dinas terdistrinusixan
7 |Membuat dokumen arsip
‘\ \ u“ — sural dinas tergandakan 5 ment ﬁﬂﬁ l
‘ TOTAL WAKTU 1 Jam 30 menit

L



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I Haluol _u_,__z>m CIPTA X)_N<>_ BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 83237

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS|
DAN TATA RUANG

— e
——— —rme

Dasar Hukum

Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) vnswmniz_ﬂﬂn&m.mcqmﬂsﬁir

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan:

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2023 tentang

* Pedoman Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Gubemur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pengadministrasi Perkantoran : D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi
Negara/Publik alau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang
pekerjaannya serta dapat mengoperasikan komputer

2. Kasubag Umum dan Kepegawaian : S2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Sospol, $1 Ekonomi,S1 Hukum
dan memahami bidang pekerjaannya

3. Sekretaris : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik
Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami bidang pekerjaannya

4 Ka. Dinas : $S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/ArsitekiListrik dan

memahami bidang pekerjaannya

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan
1. Buku pedoman tata kearsipan

1. SOP surat masuk lingkup Sekretariat Daerah

2. Buku Agenda

3. Lembar Disposisi

4. Buku Kendali Surat Masuk
5. ATK

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

1. Keterlambatan Informasi
Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa
2.

ditindaklanjuti tepat waktu




Pelaksana Mutu baku
No. Kegiata
egiatan Penerima Kepala Kasubag | Pengadmini Keterangan
Disposisi Dinas | Sekretaris | Tata strasi Kelengkapan Waktu Out put
Usaha |Perkantoran
2
- 3 4
Menerima Surat Masuk dan Membubuhi paraf pada Tanda g i . £ i
Terima surat masuk, tanda - - o
terima Smenit |Disposisi
Membaca, mencatat, member nomor, memberi lembar
dispos:si lembar disposisi - —
buku surat masuk Smenit |Disposisi
Menyampaikan kepada Kasubag Tata Usaha
lembar disposisi, y
buku surat masuk Smenit
Mendisposisi surat masuk 3
sural masuk Smenil |surat masuk terdisposisi
Membaca isi surat dan dispesisi pimpinan dan memberi paraf
pada lembar disposisi > sural terdisposisi 5menit |surat masuk berdisposisi
Menerima dan memilah disposisi surat masuk dari kepala dinas,
menggandakan surat masuk sebagai arsip dan N — ) i . : s
mendistribusikan surat berdisposisi untuk ditindaklanjuti " L St tantanoniy Smenlt: st Bomimaesl
Menindaklanjuti surat berdisposisi serta mencatat dan membuat
dokumentasi tindaklanjut surat masuk dan melaporkannya ‘ “d SPT, Nota Dinas 60 menit |60 menit
kepada pimpinan

TOTAL WAKTU

1 Jam 30 Menit




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. . .
n. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN CUTI PEGAWAI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG

Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

901 /46y b /) Zozy |
1wl 200y

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI

DAN TATA'RUANG PROV. SULTRA

4 Dr. i, @ARTIN EEF ;
» Pembina-Utama Madya, Gol. IV/d
- NIR: 19670626°199603 1 004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) vmnmmﬂ_m: CutiPegawai—

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

-

Lo

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS) ;

. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administras

Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang pekerjaannya

. Kasubag Umum dan Kepegawaian : 2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / S2 yang serumpun

diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Sospol, $1 Ekonomi,81 Hukum serta memahami bidang

pekerjannya

. Sekretaris . SZ Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2

yang serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik serta memahami
bidang pekerjzannya

. Ka. Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang serumpun

diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik serta memahami bidang
pekerjaannya

Peralatan / Perlengkapan

Keterkaitan

ATK
Komputer
Printer/scan

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan
Cuti merupakan Hak setiap pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Lampiran

Ssurat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi
Sulawes| Tenggara Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pendokumentasi dan Pengolahan Data

TOTAL WAKTU

Nomor
Tanggal
FLOWCHART SOP PENDOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA
& i Pelaksana Mutu baku
egiatan 3
Kasuba Pengadministrasi Persyaratan/ Keterangan
Kadls | Sekdis 9 9 y
Tata Usaha Perkantoran sri Kelengkapan Fy e
1 : 2 3 4 6 7 9 10 11 12
1 |Mengajukan surat permohonan cuti
‘ v Permohonan cuti | 5 menit |Permohonan cuti
2 |Membuatkan ijin cuti sesuai formulir permohonan cuti Tidak
pegawai PSR, M~ Membuat Darft Draft
“ " o permohonan cutl 6 mank oermchonan cuti
3 |Meneliti dan membubuhi paraf hierarki pada permohonan Draft
cutli pegawai oanozo ati 10 menit|permohonan cuti
permohonan ¢ terparaf
4 [Membubuhi paraf hierarki pada formulir permohanan cuti Ya Draft Draft
pegawai " permohonan cuti | 5 menit [permohonan cuti
terparaf
5 |formulir permohonan cuti ditandatangani Draft , .
& permohonan cutl 5 menit |Surat cuti
6 |Menerima formulir permchonan cuti, memberi nomor surat cuti
surat, tanggal dan stempel dinas serta Penggandaan dan > Surat cuti 15 menit “_,mm_.___mmﬂ dan
rsipan igandakan
o sebagai arsip
8 |Sural cuti disampaikan kepada yang bersangkutan surat cuti
surat culi 5 menit dterina
1 Jam




U_ZPm_uOm_Zm_ﬂ_Z._.b.I PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No.5 K i Praj
ompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PENSIUN



DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DA TATA RUANG PROV. SULTRA
BIDANG SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN TATA USAHA

Nomor Sandor operar(507) T 0011 / Y1 JI [ ToZY
TANGGAL PEMBUATAN | WA 2524

TANGGAL REVISI P - -
R S e
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS!

DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

&
g
.

NIP; §0570625 199603 1 604

Nama Standar Operasional Prosedur| PENGAJUAN CENSIUN.

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS]I PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2 peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2024 Tentang Jabalan Pelaksana

3 Peraturan Gubermnur Sulawesi Tenggara nomor €5 tahun 2016 lentang uraian tugas dalam
' Jabatar

4. Peraluran Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan
' Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya;

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepgawaian Negara

7. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Tenggara.

1 Peneleah Teknis Kebijakan . S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonoml/
Pemerintahan/ Administrasi/ kebijakan publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabalan dan
memahami bidang pekerjaannya

2 Pengelola Data dan Informas: : D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Adminisirasl/ Psikologi atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang pekerjaannya

3 Kasubag Umum dan Kepegawaian = S2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / S2 yang serumpun
diutamakan dengan latar be'akang Pendidikan S1 Sospol, $1 Ekonomi,§1 Hukum serta memahami bidang
pekerjannya

4. Sekretaris -~ S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Adminisirasi Publik/52

yang ssrumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik serta memahami

bidang pekerjaannya

5. Ka. Dinas * 52 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang serumpun

diutamakan dengan lalar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik serta memahami bidang

pekerjaannya

PERALATAN / PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Surat edaran Sekda

1 Lembar Kena

2 Alat tulis

3 Komputer adan Printer
4 Jaringan Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

PERINGATAN i
Pengurusan admninistrasi pensiun harus dila
sehingga SK pensiun dapat terbit sesuai deng

ksanakan sebelum memasuki masa pensiun
an waktu yang telah ditetapkan

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual




_‘|ﬁ |  KeowaTAN S - et s . : . MUTUBARD
NO 4 s ~ . e v » ’ :
: KEPALA DINAS | SEKRETARIS | ASUBAG TATA|PENELARK TEKNIS PENGELOLADATA | - - e =i : - : ) KET
g B s T usAsa 2 i : - PEGAWAI _.m:u«pzrqﬂn | waxru | ooureur |
i 2 3 v -.ﬂ-m__n_v: oy A
< g L4 g 10 — 17 R T B R [
1 |Menerima Burat Edaran Sekda BKD _ “
Surat Edaran 10 Menit  |Cisposisi
2 = disposisi dan Kepala Dinas
‘ Surat Edaran 5Menit  |Disposisi
Menincaklanjuti disposisi dan Kepala Dinas dan Sekretars
3 [Dinas serts mengkonsep usulan pensiun pegawai yang — __
mancapal BPU _ Surat Edaran 30 Menit | Disposisi
4 |Menerima surat ecaran untuk melengkaci berkas usulan Tidak H_ W.qnh....a Uv_u SK
|pensun - '_ s
—1 - Surat Edaran 1 Han Jabatan, Karpeg
1 yang dilegalisir
+
_‘ § [Menzama kelengkapan berxas usulan pensiun A_/ Sural Edaran danberkas | o |Draft Sural
_ \ Ustlzn Pensiun Usulan
[
Tidak SK Capeg.. SK Pangkat
§ |Memyackan dan mengajukanberkas usulanpensan | || R =D e terakhir, DP3,SK, Jabatan, 1 Hari Berkas Usulan
i 1 Karpeg yang sudah Pensiun
{ “ diegalisr
_ [ v
% 1 SK Capeg., Draft Surat
| Ustlen SK Pangkat
Ll G S Avl terakyr, DP3,SK Jabatan,| 15 Manit w”..nxhw._c._-.ﬂﬁ:
Karpeg yang sudah
dilegalisi
ya
g Berkas usulan pensun diparal Sekretans untuk 5 G 15 Manit Berkas __._._m..I:
citangatangani oleh Kepala Dnas Pensiun Terparal
Berkas Usulan
y i Ber<as usulan Pansiun 10 Menit  |Pensiun
9 [ Berkas usulan ditandatangan: Kepala Dinas Paman .
. . Pensiun
erkas ensiu it
\ 10 [Penggandaar bercasPOF Bkt Pomien | SN L
41 |Mengirim berkas usulan pengajuan pensiun ke Walikota Berkas usulan Pensiun 10 Manit dan P rsipan
\’ malalui BXD
2 HARI 2 JAM 45 MENIT
5 [TOTAL WAKTU




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Hal S
n. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN KENAIKAN PANGKAT



NOMOR STANDAR OPERASAIONAL (S0P) | Q0B -1 / Yb+ | /N / ﬂn&ﬁ

TANGGAL PEMBUATAN _ L

L\ 7202y
TANGGAL REVISI 2 d

TANGGAL EFEKTIF

DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUSKI DAN TATA RUANG PROV. SULTRA
BIDANG SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN TATA USAHA

DISAHKAN OLEH KEPALA DINASTTIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS!

7~ DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

S S

na:

X Pembina Utapma Madya, Gol. IV/d
: 2 wm_ﬂm.a .mmwbmmm..._ 98603 1 004
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) USULAN xmz§.z, PANGKAT-—~ —
DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksana |

1 Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (PNS) ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar 11
Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana;

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor

dalam jabatan.
5 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

5 tanun 2016 tentang uraian tugas

T Penelaan Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Pemerintahan/ Administrasi/
kebijakan publit/Hukum ateu bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan serna memahami bidang pekerjaannya

2 Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) pidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau
bidang lain yang relevan dengan tugas jebatan dan memahami bidang pekerjaannya

3 Kasubag Umum dan Kepegawaian : S2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / 2 yang serumpun diutamakan dengan latar|
belakang Pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonoml,S1 Hukum serta memahami bidang pekerjannya

4. Sekretanis : $2 Manajemen/S2 Akutans/S2 limu Exonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun

diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik SipilfArsilekiListrik serta memahami bidang pekeriaannya

5. Ka. Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar

belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/ArsitekiListrik serta memahami bidang pekerjaannya

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN |
ian Daerah 1 Lembar Kerja

Surat Edaran Badan Kepegawalan 2 Alat Tulis

3 Komputer dan Printer
4 Jaringan Intermet

I

PENCATATAN / PENDATAAN

PERINGATAN

ses kenaikan pangkat

_ Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Persyaralan tidak lengkap dapat menghambat pro




e
ﬁlﬁ\\\ PELAKBANA MUTU BAKU o i
\ | peNELAAH | A5l | PERSYARATAN/ _ PUT
KEGIATAN KA. SUBAG KEPALA PENGADMINISTR ; WAKTU ouT
5 : TEKNIS | yara ysama | SEKRETARIS | pinas PERKANTORAN | KELENGKAPAN :
KEBIJAKAN : e v
¥ PRERIOTS 2 7 4 5 5 7 ? 0
Nk il
—1 Konsep DRP,
\enyusun Daftar nominatf pegawai yang akan naik daftar nominal | 45 penit
1 |pangkat dan konsen DRP kemudian disampalian kepada DRP dan daflar e
asubag tta usaha untuk dikoreksi dan di paraf i usul promosi
- ¥
1 ./
|\enerima konsep data nominatf dan konsep DRP, | Tidak Ya
2 |mengoreksidan member parefl kemudizn disampaikan e o o .ﬂmaﬂa.zmcgu 10 menit
s ala Usaha
Menerima konsep um_._ma Neminatif dan «oammu.um_u. m Tidak ¥a Berkas Siap
5 |mengorexsi, member paraf kemudizn disampaikan -t Paraf Sekretans | 30 menit | e,
kepadz Kepela Dinas
r
n Menerima konsep dafar nominatil konsep DRP dan szw_mmqnwﬂwwa 5 menit Berkas Siap
menandatzngani P dikirim
Menerima daftar nominatf, DRP dan memyusun berkas Berkas Kenaikan B
5 ”tqm_nwa n.“.umauﬂ.a_.__..ﬂwmnm pengsdministrasian umum Pangkat yang 2 hari n_ﬂ_ﬂﬂ._.... Siap
cibuztkan penga sudah siap dikirim
Menerima terkas usulan Kenaikan pangkat dibuatkan Berkas Kenaikan
& |pengantar dan diben nomor kemutian cisampaikan Pangkal yang 30 menit Berkas Siap
|kepada & dikiri ; lkiri
epada caraka unfuk dikinim ke BKD _ sudah siep dikirim dpim
7 [Menenima Berkas usuian kenakan pngiat dan dikirim ke «D Berkas Kenzikan
s Pangkat yang 30 menit |Berkas tercirim
sudah siap dikiim
TOTALWAKTU
2Hari Z]Jam




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

JIn. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN GAJI BERKALA



7 2oy

DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA

RUANG PROV. SULTRA
BIDANG SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN TATA USAHA

Nomor Standar Operar (SOP)

#oo\ /uE3 K/VII

TANGGAL PEMBUATAN

7
B GO .

TANGGAL REVIS!

TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA'-RUANG PROV.:SULTRA

d Dr. Ir. MARTIN EFFENDI PATULAK, M.Si
Befmbima \UtamaMadya, Gol. |V/c
NIP. 19670626 199603 1004

T

_ Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

KENAIKAN GAJIBERKALA “=S! 7T

| KUALIFIKAS] PELAKSANA

_||
| DASAR HUKUM
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tah
2010 tentang disiplin pegawai

3. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara nomor 65 tahun
2016 tentang uraian tugas dalam jabatan

4. Peraturan Gubemnur Nomor 25 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata

un

1
kebijakan publik/Hukum atay bidang lain

2 Kasubag Umum dan Kepegawaian : S2
latar belakang Pendidikan S1 Sospoal, S

Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Pemerintahan/ Administrasi/
yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang pekerjaannya

Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / $2 yang serumpun diutamakan dengan
1 Ekonomi,$1 Hukum serta memahami bidang pekerjannya
dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2 yang serumpun

3 Sekretaris : §2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi
Sipil/Arsitek/Listrik serta memahami bidang pekerjaannya

diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik
2 limu Ekenomi dan Studi Pemban

tek/Listrik serta memahami bidang pekerjaannya

4. Ka. Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S
belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsi

Ruann Dravinei Qulawaci Tannnars ‘__
| KETERKAITAN | _PERALATAN/ PERLENGKAPAN
SOP Usulan Kenaikan Pangkat 1 Lembar Kerja
2 Alat tulis

SOP Dokumen Pelaksanaan Anggaramn (DPA)

3 Komputer adan Printer
4 Jaringan Printer

PERINGATAN

| PENCATATAN / PENDATAAN

Keterlambatan penyusunan KGB akan berdampak pada
Penilaian kinerja OPD

1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

gunan/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KENAIKAN GAJI BERKALA

£

- : PELAKSANA - o
No KEGIATAN R Ty ——— vmzm_i».. - MUTTBAK 3 :
E2) KEPALADINAS | SEKRETA KASUBAG | Hl| RGP SRR LR 5 F S ;
RIS : _ g : PERSYARATAN - ... .~ ; KET
TAT, TEKNIS: PEGAW s ¥ g S
A > e N BANA L, EBAAN | o A s KELENBRAPAN -7 o TR
Menyiapkan blanko KGB, SK Pangkat Terakhir, SK 2 2 X B &2
1 |penyesuaian gaji atau SK KGB Terakhir Buku Penjagaan 20 Menit
() - Kenaikan Gaji Berkala
Membuat konsep dan menyiapkan berkas Usulan Ya +
2 Kenaikan Gaji Berkala 40 Menit Draft Usulan dan
(- . T Berkas KGB
Meneliti kembali berkas usulan kenaikan gaji Tidak ! E
Berkala | IOOrSsS~——T" c””_xhwzammcm_m ' 15 Menit  |Terkoreksi
Berkas Kenaikan Gaji Berkala diparaf Sekretaris et Bt Backas dan
ki diandanigani oleh KepaisDinas Usulen KGB terkoreksi | 1> Me™  |Surat Usuln KGB
Berkas Usulan ditandatangani Kepala Dinas mmci_“” mmzmmﬁm. 10 Menit wu:”mwm.&:nna
Menerma SK KGB yang ditanda tangani Kepala ! 3 SK KGB 10 Menit |SK KGB
Dinas
Menyerahkan SK ke Pegawai yang bersangkutan SK KGB 30 Menit |SKKGB
untuk digandakan dan disimpan sebagai arsip
SK KGB 5 Menit ﬂmﬁSE i
Menenma Fotocopy SK
Fotocopy SK KGB 30 Menit  |Bukti Pengiriman
Mengirim ke BKD dan Inspektorat \ 4
2 lam 25 menit

TOTAL WAKTU




Jin. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi :
i Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari. Sul
, ;oulawesi Tenggara 932
31

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKAP PRESENSI




PEMERINTAH PROVINSI SULAWES] TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS|
DAN TATA RUANG

Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP)

8eo 1 [y L I [ 202y

Tanggal Pembuatan

—

20y

Tanggal Revisi
T.||I||l||||||l||||

d,vc(c_,_

| Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

na Otama Madya, G. IV/d
Z.n‘w‘_.ﬁwﬂom_wms.mmmcwi ‘004

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

S e T )
Rekap Presensi WIS TEnC

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tenlang pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

5. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tala Kerja Dinas Cipta Karya, Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

memahami bidang pekerjaannya

bidang pekerjaannya

1. Penelaah Teknis Kebijakan : S-1 (Strata-Satu)/ D4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/
Pemerintahan/ Administrasi/ kebijakan publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan serla

2. Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi
Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang pekerjaannya

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian : S2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / S2 yang serumpun
diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Sospol, 81 Ekonomi,S1 Hukum serta memahami bidang

4. Sekretaris : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 Administrasi Publik/S2
yang serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik serta memahami

5. Ka. Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang serumpun
diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipill/Arsitek/Listrik serta memahami bidang

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP TPP Pegawai

1. Perangkat Komputer/Laptop
2. ATK

vma.amma:

Pencatatan dan Pendataan

1. Pengisian LKH harus dilaksanakan tepat waklu sehingga laporan rekapan
Presensi dapat terselesaikan tepat waktu

2, Presensi harus dilaksanakan tepat wakiu sehirgga setiap ASN lerhindar dari
hukuman disiplin ringan dan berat

——




Pelaksana
Mutu baku
Kegiatan Kepala _m m_ Kasubag i Penelaah ﬂ 14
Dinas [~°kretarig Tata 1%_“ iy T BKD Porsyaratan/ Wkt Keterangan
2 3 T odha Antoran | kebijakan Kelengkapan _— e
2 r 6
Merekap presensi, lembar kerja harian dan rekap 7 9 10 7 [ T
Jisiplin pegawai dari aplikasi SIMPONI presensi, LKH, dan _ |Rekap presensi,
Displin pegawai 30 menit  |LKH dan Disiplin
Memeriksa dan membubuhi paraf hierarki padz rekapan ¥ pegawai
presensi, dan tanda tangan pada lembar kerja harian Rekap presensi, Rekap presensi,
4an rekap disiplin pegawai LKH dan Displin 10 menit |LKH dan Disiplin
: Pegawai egawai lerparal
3 [Membubuhi paraf pada lembar rekap presensi dan peg pa
{anda tangan mmnm lembar kerja harian dan rekap e Rekap presensi, Rekap presensi,
displin pegawal LKH dan Displin 10 menit |LKH dan Disiplin
Pegawai pegawai terparaf
7 |Menandatangani Rekap Presensi, Lembar Kerja Harian = -
dan Rekap Disiplin Pegawai » Rekap presensi, ekap presensi,
LKH dan Disiplin | 5 menit _m_wm_mﬂmum Dispin
pogawal terparaf tertandatangani
5 |Member stempel pada rekap presensi, lembar kerja . Rekap presensi,
harian dan rekap disiplin pegawai, menggandaan dan Rekap presensi, _ |LkH dan disipiin
penjllidan, serta menyiapkan surat tanda terima dan LKH awq u_m_o_s 5 menit pegawel
surat pengantar pegawai disahkan itk
6 [Mengifim rekapan ke Badan Kepegawaian Daerah ,.mmmu terjilid, tanda ~ \Rekep
(BKD) terima, dan surat 3omenit | iinbusi
pengantar

TOTAL WAKTU

1 Jam 30 Menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN ADMINIST

RASI SURAT MASUK



PEMERINTAH PROVINSI SULAWES) TENGGARA
DINAS CIPTA KKARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG

Nomor Stand

ar Operaslonal Prosedur (SOP)
//

Tanggal Pembuatan

W ity =

Tanggal Revisl
£= 200 TSR
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS CIPTA KARYA; BINA KONSTRUKS|

DAN TATARUANG PROV, SULTRA

/0D

7S YA
D\ PATULAK M5,
Paffibina Utama Madya; Gol.IV/g/
NIP.19670626 199603 1 004"
Nama Standar Operasional Prosedur (sopr) Tm_mﬁa: Administras Surat Masuk~

[ ———
Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
y Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2023 tentang

' Pedoman Tata Naskah Dinas;

5. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 6.:8:.@ _Amn.:acxm:_ mcm_u_:m_._
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata _Amum Dinas Cipta Karya, Bina
Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pengadministrasi Perkantoran : D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi
Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang
pekerjaannya serta dapat mengoperasikan komputer

2. Kasubag Umum dan Kepegawaian : S2 Manajemen/S2 Magister Administrasi Publik / S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi,S1 Hukum
dan memahami bidang pekerjaannya

3. Sekretaris : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Administrasi Publik/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik!
Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami bidang pekerjaannya

4 Ka. Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan
memahami bidang pekerjaannya

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP surat masuk lingkup Sekretariat Daerah

Buku pedoman tata kearsipan
Buku Agenda

. Lembar Disposis

. Buku Kendali Surat Masuk

. ATK

N

wosw

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Keterlambatan Informasi

2 Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa

itindaklanjuti tepat waktu




lll'l.llll
] Pelaksana
=7 =y Mutu baku
iatan
No- Ko Mw:a:_sm Kepala Sekiotadt xnwcsmm Pengadmini
sposisi Dinas elaris ata stras) Kelengka Keterangan
Usaha |Perkantoran i Waktu Qut put ¥
| r——— 2 3 3
\T%ﬂ Masuk dan Membubuhi paraf pada Tanda 8 7 ] 0 s
i sural masuk, land i
Terima 0 terima o Smenit  |Disposisi
5 TWembaca, mencatat, memberi nomor, memberi lembar
(ispos: lembar disposisi, i
gisposssi buky m_._z_zuﬂ”wmcx 5menil  |Disposisi
3 |Menyzmpaikan kepada Kasubag Tata Usaha
lembar disposisi, 5 )
buku sural masuk e
4 |Mendispesisi surat masuk v
sural masuk S5menil  |surat masuk terdisposisi
5 |Membacz isi surat dan disposisi pimpinan dan memberi paraf
pada lembar disposisi > sural terdisposisi Smenit |sural masuk berdisposis|
6 [Mznerima dan memilah disposisi surat masuk dari kepala dinas,
menggandakan surat masuk sebagai arsip dan - = surat berdisposisi Smenit [surat masuk berdisposisi
mendistribusikan surat berdisposisi untuk ditindaklanjuti
7 |Menindaklanjuti surat berdisposisi serta mencatat dan membuat . _ ]
totumenlasi tindaklanjut surat masuk dan melaporkannya — “n SPT, Nota Dinas €0 menit |60 menit

kepada pimpinan

TOTAL WAKTU

1 Jam 30 Menit




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 03231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN SPP DAN SPM UP/LS/GU/TU



o NOMOR SOP = . , =
iy > TGL PEMBUATAN 1w vO\N.K
{w_uw_m.\ TGL. REVISI
PROV. ;
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG TGL. EFEKTIF ;
o KEPALA u_z>w”n_v._.>.§m<b. BINA KONSTRUKSI DAN TATA
BIDANG SEKRETARIAT DISAHKAN OLEH : \__._.\.,u!mm ﬁ_,_/m PROV. SULTRA
s AN
SUB. BAGIAN TATA USAHA ey — .
(lw \\l A /L -br 7
(] ﬁ. RN 2
\ [0 ™) -
W ALZ, A N, 19670626 199603 1 004
5 .\\ﬁxw = ._.l\.._\_.,.\\ 4
- PEMBYATAN SPP/DAN SPM UP/LS/GUMU
NAMA SOP | SPPDAN'S]

DASAR HUKUM

|KULIFIKASI PELAKSANA ;

1 : Peraturan zmam:_lmm_.ammmm_._:mm: Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 35 Tahun 2012 tenlang pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

3 : Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

4 : Keputusan Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No.
$00.3.5/886/11/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024

1

2
3
4

Memahami tugas dan bertanggung jawab

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Penyusunan SPP dan SFM UP/LS/GU/TU

Dapat mengoperasikan komputer

Mempunyai kemampuan menggunakan aplikasi SIPD

KETERKAITAN :

|PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 . SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2 | SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

BN -

Komputer/Laptop, Printer dan Jaringan Internet

Dokumen DPA
ATK
Program Aplikasi SIPD

PERINGATAN :

PENCACATAN / PENDATAAN :

1: >n.wg_m_vm:o£cm= SPP dan SPM tidak dilaksanakan, maka akan
berimplikasi terhadap realisasi anggaran;

2: Jika Pengajuan SPP dan SPM tidak dilaksanakan sesual SOP maka
mv.S: mengganggu proses pencairan anggaran Dinas Cipta Karya,
Bina Konstruksi dan Tata Ruang dan pada akhimya mengganggu
kelancaran operasional

1

2

Disimpan sebagai data elekironik dan manual

Dokumen SPP dan SPM UP/LS/GU/TU




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN SPP DAN SPM UPILS/GU/TU

PELAKSANA MUTU BAKY
KEGIATAN BENDAHARA PPTK PPK KEPALA PERSYARATAN WAKTU QUTPUT KET
SKPD DINAS KELENGKAPAN

Manginput SPP UPILS/GU/TU di SIPD serta Menyiapkan JE—— —Wm%mm Kelengkapan Persyaratan 15 Menit raft SPP UPILS/GU/
[erkas Kelengkapan SPP UPILS/GUTU o 2 enginputan SPP UP/LS/GUTU Tu

|vsiakukan Penandatanganan SPP UPILS/GU/TU _H_ Imgam SPP UPLS/GU/TU 10Menit  jTertandatangani

Ya
Melakukan Verifikasi SPP UP/LS/GU/TU baik kelengkapan SO, S .| Berkas SPP UP/LS/GU/TU 20 Menit Terverifikasi
2n kesesualannya serta Membuat SPM UPLS/GUTU di Tidak Ya ﬁ Tertandatangani
ikasi SIPD -

wMelakukan Persetujuan serta Penandatanganan > Berkas SPP UP/LSIGU/TU 15 Menit isetujui

Terhadap SPP dan SPM UP/LS/GU/TU serta Tidak Berkas SPM UP/LS/GUIMU ertandatangani
Kelengkapannya <
r_..._m.,_mz,am Berkas SPP UP/LS/GUITU dan SPM LS/GU/ _H_ﬁ o N lmm}mm SPP UP/LSIGUMTU 15 Menil Berkas SPP dan
! yang telah di Verifikasi dan di Selujui untuk di tindak Berkas SPM UP/LS/GUIMTU SPM UP/LS/IGUTU
anjuti
[engirim Berkas SPP UPILS/GU/TU dan SPM UPILSIGUTUR - e [Berkas SPP UPLLSIGUITU 10Menit  [Berkas SPP

ke BUD atau BPKAD . Berkas SPM UP/LS/GU/TU dan SPM LS/GUI

U serta
kelengkapannya
Waktu Yang dibutuhkan . .hm_.:,mm
Menit




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN SPP DAN SPM LS GAJI/TPP

Sulawesi Tenggara 93231



DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
PROV. SULTRA

BIDANG SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN TATA USAHA

DISAHKAN OLEH

NOMOR SOP Yo
TGL. PEMBUATAN )\ ro7\Y
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF :
“KEPALA DINAS CIPTA KARYA, GINA KONSTRUKSI DAN  TATA

mc>zm PROV. SULTRA

- o)
NAMA SOP - PEMBUATAN SPP DAN SPM LS ma_.ﬂu_u
DASAR HUKUM KULIFIKAS]I PELAKSANA :
1 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 1 Memahami tugas dan bertanggung jawab
Birokrasi Nomer 35 Tahun 2012 tentang pedeman Penyusunan 2 Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Penyusunan SPP dan SPM LS GAJI'TPP
Standar Cperasional Prosedur Administirasi Pemerintahan 3 Dapat mengoperasikan komputer
2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang 4 Mempunyai kemampuan menggunakan aplikasi SIPD
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
3 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
4 : Keputusan Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
No. 900.3.5/686/11/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

-

; SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1 : KomputeriLaptop, Printer dan Jaringan Internet

2 SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2 : Dokumen DPA
3 : ATK
4 : Daftar GajiTPP
5 : Program Aplikasi SIPD
PERINGATAN : PENCACATAN / PENDATAAN :

Jika Pengajuan SPP dan SPM LS Gaji/TPP tidak dilaksanakan sesuai SOP
|maka akan mengganggu kegiatan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan
Tata Ruang dalam penerimaan GajiTPP Pegawai

1 : Disimpan sebagai data eleklronik dan manual
2 : Dokumen daftar GajilTPP

3 . Dokumen SPP dan SPM LS GAJITPP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN SPP DAN SPM LS GAJITPP

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN STAF PPTK PPK KEPALA PERSYARATAN WAKTU OUTPUT KET
SKPD DINAS KELENGKAPAN
1  |Bendahara Gaji Menyiapkan SPP LS Gaju/TPP [Daftar GajiTPP 10 Menil Draft SPP LS/GU/
erdasarkan Daftar Gaji'TPP . TU
A <m
2 |Memerksa Kelengkapan Berkas SPP LS GajiTFP |Berkas SPP LS GajilTPP 10 Menit Tertandatangani
dan Menandatangani Berkas SPP LS GajilTPP Tidak] Ya
3 |Memverifikasi SPP LS Gsji/TPP dan Memfinalkan SPP |Berkas SPP LS GajilTPP 15 Menit Terverifikasi
Gaji/TPP serta memerintahkan Pembuatan SPM LS Tidak Tertandatanganl
Gaji/TPP
4 |Membuat SPM LS GajiTPP berdasarkan SPP _H_ [Berkas SPP LS GajiTPP 10Menit  §SPMLS Gaj/TPP
A Ya
5 [Memeriksa Kesesuaian Berkas SPM LS Gaji/TPP 1 Tidak Ya |Berkas SPM LS GajiTPP 15 Menit ﬁcwms__:_
6 r_ummm_c___._m_._ dan Penandatanganan SPP dan SPM ] Berkas SPP LS Gaji/TPP 15 Menit ‘c_mm_c?._
GajiTPP Tidak Berkas SPM LS GajilTPP Ditandatangani
7 |Mengirim Berkas SPP dan SPM Gaji/TPP _H_ Berkas SPP LS Gaji/TPP 10 Menit Berkas SPP
ke BUD atau BPKAD Berkas SPM LS Gaji/TPP dan SPM LS Gali
TPP serla
kelengkapannya
8  |Mengirim Daflar GajiTPP ke Bank Sultra |Paftar GajiTPP 10 Menit
1Jam 35

Waktu Yang dibutuhkan

Menit




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN DAN PENYETORAN



[nomor soP : -}/ .n._@u, ﬂ\ Vi \ Yoo
TGL. PEMBUATAN : d fc,\S &@Q\S

.,... TGL. REVISI
DINAS CIPTA KARYA, BINA xo?_m.qmc:m_ DAN TATA RUANG
PROV. SULTRA TGL. EFEKTIF
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN  TATA
BIDANG SEKRETARIAT DISAHKAN OLEH : RUANG PROV. SULTRA

SUB. BAGIAN TATA USAHA

- \ ,...___/.f ‘_

NAMA SOP : PENERIMAAN DAN _umz.wm\_._.omﬁz e

DASAR HUKUM KULIFIKAS] PELAKSANA :

1 : Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | 1 : Memahami lugas dan bertanggung jawab

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan 2 Mempunyal kemampuan dan pengetahuan tentang Penrimaan dan Penyetoran
msanmqOumama:a_uammq_._;aa:.__m:mm_vmsmz_:s:m: u“Omum_am:monmqmmmxm:xoauc_mﬂ
.n

2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang : Mempunyai kemampuan menggunakan aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

3 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

4 : Peraturan Gubsmur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi
Daerah

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 : Komputer/Laptop, Printer dan Jaringan Internet
2 : Printer

3 : Jaringan Internel

4 : Program Aplikasi SIPD

5 : ATK

PERINGATAN : PENCACATAN / PENDATAAN :

Setiap pendapatan wajib disetor ke kas daerah dengan ketentuan 1x24 jam 1 : Sural Penyewaan

Setiap penerimaan pendapatan restribusi harus terdokumen Jika hal ini tidak | 2 : Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
dilaksanakan maka Bendahara Penerimaan tidak dapat memantau rencana 3 : Surat Tanda Setoran (STS)
target dan realisasi penerimaan retribusi sewa lapangan MTQ




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN DAN PENYETORAN
MUTU BAKU
PELAKSANA
PERSYARATAN WAKTU OUTPUT KET
NO KEGIATAN BENDAHARA|  KEPALA | SEKRETARIS |  KEPALA
PENERIMA | TATA USAHA DINAS DINAS KELENGKAPAN :
1 IMenerima Surat Masuk Untuk Sewa Kawasan Area —— Surat Permohonan Penyewaan 10 Menit Surat Permohonan
Ex MTQ L R |
iSposisi i . isposisi i isposisl
2 IMelakukan Disposisi Surat Ke Bendahara Penerima _ L. [Disposisi Surat 15 Menit D
—H
3 |Membuat surat izin untuk di tandatangani atasan {Draft Surat Izin 15 Menit Surat Izin
4 [Malukakan Tanda Tangan Surat Izin Penyewaan _ o \_ Loan Surat Izin 1 Hari —ME& 1zin
itandatangani
5 |Menerima Surat Izin Yang Sudah ditandatangani D Surat Izin Yang Sudah Ditandatangani §10 Menit lmca_ 1zin
_ Ditandatangani
6 r,___m:m:.am Bukti Setoran dari Pihak Penyewa . ﬁwcx: Setoran 1 Hari ﬁm_.__a Satoran
7 |Memberikan surat izin kepada penyewa Surat Izin Yang Sudah Ditandatangani ﬁm Menit Surat |zin
, |Ditandatangani

Waktu Yang dibutuhkan

2 Hari 45
Menit




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
PROV. SULTRA

BIDANG SEKRETARIAY

SUB. BAGIAN TATA USAHA

NOMOR SOP

200 - __\cmb_ R/ VIl \woﬁ&

TGL, PEMBUATAN

1 Sul.  do2y

TGL, REVISI

TGL, EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

xn—ubrb DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA
RUANG PROV. SULTRA

4 . .__._
Dr. Ir. ARTIN EFFEND! PATULAK,
\ Nip. 19670626 amacu 1.004

NAMA SOP

: _...mzmm_..o_..)bz BARANG MILIK U.PMN.PI

DASAR HUKUM

KULIFIKASI PELAKSANA :

1 ¢ Peraturan Menteri Pendayagunann Aparatur Negara dan Reformasi
Birokiasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2 . Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008;

' 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
_ Padoman Teknis Pangelolaan Barang Millk Daerah

Memahaml tugas dan bertanggung jawab

1

2 . Mempunyai kemampuan dan pengetahuan lentang Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah
w“Dmnaémzmcsm_mm_xuz_S:._u:ﬂm.«
h.

Mempunyal kemampuan menggunakan aplikasi SIMDA BMD

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

2  ATK

1 : Komputer/Laptop dan Printer

3 : Aplikasi SIMDA BMD
4 . Dokumen Barang Milik Daerah

PERINGATAN :

PENCACATAN / PENDATAAN :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan apabila tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dan
kelambatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 @ Disimpan sebagai data eleklronik dan manual
2 : Dokumen Pengelolaan Arsip/Barang




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BMD

PELAKSANA zcé%hﬁcc N —
NO KEGIATAN penvuPAN | SEKRETARIS | KEPALA PERSYARATAN
PENGURUS BARAN DINAS KELENGKAPAN L
1 ﬁzmnm_aus Data Aset LS Kontrak Pengadaan Barang ) Kontrak _um_._mmm_mmz mm._a_.a danjasa |50 Mentt Ma : %_ »uw__“xmw__
dan Jasa dan Pekerjaan Fisik di Aplikasi BMD ( 2  kontrak pekerjaan Fisik BMD
2 |Menerima Barang Hasil Pengadaan _U Daftar pengadaan barang 1 Her
3 ___.__mgom.m,_ barang-barang dalam buku barang dan kartu . Barang Pengadaan, BukuBarangdan |1 Harl
barang ﬁxmnc Barang
}
4 kzmanma_ daflar pengadaan barang inventaris dan U {8uku daftar pengadaan barang 1 Hari Daflar o.m_._mmn_mmz
barang habis pakai. barang invenlans
5 ﬁzmagm_. usulan slatus penggunaan barang milk daerah _Hu Daftar pengadaan barang inventaris |1 Hari fusulan status
penggunaan BMD
6 ﬁggg_m;maa diKIB (A, B, C, D, E,danF). _|||||I_ |Buku Daftar Persediaan Barang 1 Hari Barang Tercalat
iKIB
7 —gmaga Laporan Penerimaan, Pengeluaran, Barang __U Daftar Penerimaan, Pengeluaran, 1 Harl
Pakai Habis dan Mutasi Barang Barang Pakai Habis dan Mulasi
Barang
8 _;m_m__exm: Pemeriksaan dan Paraf Laporan Oleh _I|||II_ Laporan Penerimaan, Pengeluaran, 5 Menit
Sekretaeris Barang Pakai Habis dan Mutasi Barang
9 Tr*mgmzaamamm:_ Laporan D Laporan Penerimaan, Pengeluaran, 10 Menit ﬁ_.muoa:
|Barang Pakal Habis dan Mulasi Barang Ditandatangani
10 |Penggandaan Laporan H_ y Laporan Penerimaan, Pengeluaran, 15 Menit Laporan
Barang Pakai Habis dan Mutasi Barang Digandakan
11 [Mengiim Ke BPKAD Laporan Penerimaan, Pengeluaran, 20 Menit Bukti Pengiriman
e Barang Pakai Habis dan Mutasi Barang
Wakiu Yang dibuluhkan 7 Hari 40 Menit




BIDANG CIPTA KARYA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

JIn. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENENTU STANDAR HARGA UPAH DAN BAHAN



llllllll_lllll 9 M A
Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP) m () A\FLOMJLW\M\ H__\Iﬂnﬂb_ :
al Prosedur P | S~
Tanggal Pembuatan | WC(P) Poly
03—
Tanggal Revlsl | v TS e e —
Tanggal Efeltif
Disahkan Oleh KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA '
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG
" pethinaUtams Madya, Gol. IV/d
“INIPEABETDE26.199603 1004
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) | pENDATAAN STANDAR HARGA UPAH DAN BAHAR
—_— ———————— —
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanaan Pembangun|1. Pengadministrasi Perkantoran SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Penelaah Teknis kebijakan : 81 Teknik Arsitektur/Sipil/Elekiro/ Perencana Wilayah Kota
3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pd3 Penata layanan operasional : 51 Teknik Arsitektur/Sipil/Elektro/ Perencana Wilayah Kota
4 Keputusan menteri PUPR N0.843 Tahun 2024 tentang Pedoman perhitungan 4 Penata bangunan gedung dan permukiman: $1 Teknik Arsitektur/Sipil/Elektro/ Perencana Wilayah Kota
Standar harga Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan
Gedung Negara
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeld 5 Pengolah Data dan Informasi : D- 3( Diploma- Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi
6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara mem__,m._.v_._z_w atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pekerjaannya serta dapat mengoperasikan komputer
Daerah
7 Peraturan Pemerintah Republik __.__..._o_._mmmm Nomor 12 tahun 2021 tentang 6 _A.mum“m Seksi: 52 Teknik Sipil/S2 Arsitektur/S2 Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun
: Perumahan dan Kawasan Permukiman mﬁaamxmw: dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
Peraturan Pemerintah No.22 tentang Cipta Kerja idang pekerjaannya
Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang 7 x.mum_m Bidang : S2 Teknik Sipil/S2 Em.;mi_._:‘mw Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun
9 Pembentukan Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
Lembaga Teknis Lainnya bidang pekerjaannya
Keterkaitan Peralatan / Perlenghkapan
1. SOP surat masuk lingkup Bidang Cipta Karya 1. SKTim
2. Komputer / Laptop
3. ATK
4 Buku Kendali Surat Masuk
5 Printer
6 Meja dan kursi
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan
s, Spesifikasi Teknis terkait Perencanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan

1 Gambar kerja dipakai/digunakan untuk pekerjaan sesuai periode i i
Bangunan yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ] P kontrak (sampai masa pemeliharz

2 Gambar disimpan sebagal elektronik dan manual

N T T L




Mutu baku
= Pelaksana
e Keterangan
" . Kepala Penata Penelaah ghes Pengolah | b, cadministrasl Waktu Qut put
Kegiatan xm__un_n_w M35 | KopalaBidang| Seksi/ layanan Teknis bangunan Data dan vwz_w_._.oa_._ Kelengkapan
pta e Jabfung |Operasional| Kebijakan gedung dan | jpformasi
permukiman 12 13 14
it SN 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E Lembar disposis], buku 2menit |Disposisi
posisi kepada Kepala Seksi surat masuk
llllllnlllnl.lll| . .y
sposisi dan melaksanakan pekerjaan sesuai analisis nﬂ Surat terdisposisi 5menit |Disposisi
S
sunjuk pekerjzan kepada Staf PBL sesuai analisis Surat terdisposisi 60 menit |SPT, Nota Dinas
v A
e pekerjaan pendataan ( Kabupaten/kota) terkait n SPT, Nota Dinas 4 hari Harga hasil survey
 den Bahan bidang keciptakaryaan)
Analisis harga dan 120 menil Draft Standar Harga Upah
53 Survey dan Bahan Bahan hasil survey dan bahan
Draft Standar Harga 120 menit Draft Standar Harga Upah
gar Harga Upah dan bahan Upah dan bahan dan bahan
Draft Standar Harga 60 menit Draft Standar Harga Upah
2 Dra® Standar Harga Upah dan Bahan —I -—— - Upah dan Bahan dan bahan
2, menyetujui Gan membubuhi paraf hierarki finalisasi Ty | 8 Bokis Stuan Harga ~ |Buku s Hodaa U
iara Upah dan Bzhan untuk dilaporkan kepada Kepala Upah dan mmzu_._a 1omes aw__.__._mmnwc_.w: panae
Ya
g dan membububi paral hierarki finafisasi Standar nnll__J Buku Satuan Harga smenit  |BUkY Satuan Harga Upah
b dan B2han Sdzng Cipta Karya el Upah dan Bahan dan Bahan
S o= ; " ; Buku Satuan Harga Buku Satuan H u
3hey f yar i . atuan Harga Upah
peierizzn yang telah disstuui Kepala Dinas ru Upah dan Bahan Smenlt | \on Bahan
, it Buku Satuan Harga " Buku S
etars mergaripean H inah dan Bah 1“ _ g uku Satuan Harga Upah
FaTSpL iarga Upah dan Bahan Upah dan Bahan Simaeit dan Bahan

HE

4 hari 6 jam 32 Menit




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

JL. HALUOLEO NO. 5 TLP: (0401) 3122927 FAX: (0401) 3122927 KENDARI 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERENCANAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN



%o / Y6g § Vi / Ty
ovla 702y

Tanggal Revisi ) I T

Nomor Standar Operasional Prosedur _mom.___u

Tanggal Pembuatan

Tangga) Efektif __
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKS!

DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

Disahkan Oleh

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI

DAN TATA RUANG
Nama Standar Operasional Prosedur (soF)
e ——————————————— —— ——— -
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/
Pembangunan Nasional Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan lugas jabatan dan memahami
bidang pekerjaannya sera dapat mengoperasikan komputer
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Penelaah Teknis kebijakan : S1 Teknik Arsitektur/SipilVElektro/ Perencana Wilayah Kota
3 Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara |3. Pengolah Data dan Informasi : D- 3( Diploma- Tiga) bidang Manajemen/ Administrasl
Pemerintah Pusat Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami bidang
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pekerjaannya serta dapat mengoperasikan komputer
Pengelolan Keuangan 4 x.mnm_m Seksi - S2 Teknik Sipil/S2 Arsitektur/S2 Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun
5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara a_.c.&_:mrm: n.m_._mmn latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bidang pekerjaannya
Daerah
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang 5 Kepala Bidang : S2 Teknik Sipil/S2 Arsitektur/S2 Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun
Perumahan dan Kawasan Permukiman diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
bi
7 Pperaturan Pemerintah No.22 tentang Cipta Kerja idang pekerjaannya
8

Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Lembaga Teknis Lainnya

s Peralatan / Perlengkapan
1. SOP surat masuk lingkup Bidang Cipta Karya L HKm
2. Komputer / Laptop
3. ATK
4
5
6

Buku Kendali Surat Masuk
Printer

Meja dan kursi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Spesifikasi Teknis lterkalt Perencanaan, Pemeliharaan dan pemeliharaan
1. kegiatan keciptakaryaan yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan peraturan 1
yang berlaku

» %

2 Gambar disimpan sebagai elektronik dan manual




Mutu baku

Pelaksana
Keterangan
| Kepala Penelaah | Pengolah . i K Out put
! Keglatan __ﬂ...m_uw.ﬂwmxnwzmmm Kepala Bidang| Seksil Teknis Data dan umwmﬂ_u_ﬂ_ﬁwmﬂ_”m Kelengkapan Waktu
P oy Jabfung | Kebijakan | Informasi
12 13 14
2 3 4 5 7 9 10 "
.‘\.‘\-\\\-‘| D Lembar n_.hmﬂﬂ.mww_. buku 5 —SQS_— U_wnowrmr
rag.%nom._m_ kepada Kepala Bidang surat masuk
W..I...\lll\ll.l]]' -IJ :
- . a ; ; 5 menit Disposisi
} dsposisi dan melaksanakan pekerjaan g | I Surat terdisposisi
— : ; _ :
rﬁvmyj_.._x pekerjaan kepada Staf RANDAL sesuai n FJ _ Surat terdisposisi 15 Menit  |SPT, Nota Dinas
foss 0220
P 3 Dibuatnya checklist data
issnaian pekeraan survey ( Kabupatenikota) terkait Hu SPT, Nota Dinas 4Hari  |bangunan yang akan
T.E;m:m%m: gedung yang akan dilakukan pemeliharaan dilakukan pemeliharaan
! < kg i checklist data bangunan | Rancangan kegiatan
rencanal analisis kegiatan pemeliharaan bangunan < yang m.xm: dilakukan 60 menit pemeliharaan bangunan
pemeliharaan
- _ ; ._.mwx Rancangan kegiatan somenit |RENCaNgan keglatan
_ra!ﬁg rancangan kegiatan pemeliharaan bangunan i pemeliharaan bangunan pemeliharaan bangunan
I 1
memenksa dan menganalisa rancangan kegiatan Rancangan kegiatan 60menit |ancangan kegiatan
" bangunan _l - \ Ya pemeliharaan bangunan pemeliharaan bangunan
| Tidak : 3 ;
menyetujui dan membubuhi paraf hierarki finalisasi - <— Kegiatan pemeliharaan 10 menit |/<®912tan pemeliharaan
'pemefinzrzan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas \ Ya banguran bangunan
——— ) nl_ 3 Kegiatan pemeliharaan ; Kegiatan pemeliharaan
T_EL fazliszs: pekerjaan pemelinaraan bangunan gedung _ " bangunan Smenk bangunan
P —
o N | Kegiatan pemeliha i i
TN.E,.EE pelaksanaan kegiatan g E L e 3Bulan |Kegiatan pemeliharaan
bangunan bangunan
- —
2 hasd pekeria Kegiatan pemeliharaan i ;
= N2sd pekenaan yana " Kegiatan pemeliharaan
122N yang telzh dilaksanakan sl bangunan Simenit bangunan
Dokumen kegiatan yang Telah s
q“ — ! : elesa
telah dilaksanakan wmeal |
3 Bulan 4 Hari 4 Jam




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

JL. HALUOLEO NO. 5 TLP: (0401) 3122927 FAX: (0401) 3122927 KENDARI 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN ASISTENSI GAMBAR RENCANA BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG

Nomaor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Q) /YeFT VN[t

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis| S ——

Tanggal Efektil

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI
DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

Disahkan Oleh

Pembina Utama Madya; Gol. Iv/d
NIP. 196706167199603 1 004

Pelayanan Asistensi Gambar Rencana Bangunan

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) Gedung dan Rumah Negara

———

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

9

. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

Peraluran Menten Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelalan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dazrah

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No.22 lentang Cipla Kena

Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan perumahan Rakya! Rl Nomor 22/PRTMW2018 lentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Sural Edaran Menten PUPR No.14 Tahun 2014 tentang Perubanan SE No. 06 Tahun 2010

10 Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomer 5 Tahun 2008 lentang Pembentukan

Inspektcrat. badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya

28]

. Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/

Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami
bidang pekerjaannya serta dapat mengoperasikan komputer

. Tim Asistensi Gambar : Minimal D-3 (Diploma Tiga) Teknik Arsitektur/Sipil/Elektro
. Kepala Seksi: S2 Teknik SipiliS2 Arsitektur/S2 Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun

diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
bidang pekerjaannya

. Kepala Bidang : S2 Teknik Sipil/S2 Arsiteklur/S2 Pengembangan Wilayanh/S2 yang serumpun

diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
bidang pekerjaannya

Ka. Dinas : 52 Manajemen/S2 Akulansi/S2 limu Exonomi dan Studi Pembangunan/S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar belakang Pendidkan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan
memaham| bidang pekerjaannya

lelang

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
L. S0P surat masuk lingkup Bidang Cipta Karya 1. 5KTim
2. Komputer / Laptop
3. ATK
4 Buku Kendali Surat Masuk
5 Printer
6 Meja dan kursi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
L. Spesifikasi Teknis BG yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku | 1 Gambar kerja dipakai/digunakan untuk pekerjaan sesuai periode kontrak (sampal masa pemeliharaan)
2 Gambar yang tidak melalui proses pelayanan asistensi gambar tidak layak untuk Proses | ) ;b gigimpan sebagai elektronik dan manual




Pelaksana Mutu baku
Ti Koterangan
Kegistan Kementerian/Lembaga | Pengadministrasi i Kepala Kopala apan Out put
Nnstansi/OPD Porkantoran | ASIStonsi | gl | o ng | O's Cipta|  Kelengkapan -
Gambar Karya -
3 4 5 ¢ 7 g 3 10 i
tensi gamoa’ sural permohonan, tanda |  Smenit  |Disposisi
o g tenma
u.agaux..maw:w&n!onos.éw& penyedia, 1r_ _ lembar disposisi, buku 5menil  |Disposisi
ieapid Cota Kaya sural masuk
» payeodl fungsional’kepala seksi untuk membuat surat tugas ﬂ lembar disposisi, buku 5menit |Disposisi,
e AT sural masuk
islensi Surat Tugas Tim Asistensi 5menit |SK Tim Asistensi Gambar
=4 Tusas/SX Tim asistensi gambar { | Surat Tugas ste
il — Gambar
. Tim Asstensi 5menil  |SK Tim Asistensi Gambar
/5K Tim Asisiens gambar Surat Tugas
i Gambar
Estens! horexsi gambar DED, perhitungan struitur, RKS Tidak - ~ . _ )
i b t — mbar DE fur S5Hari  |Menjalankan Tugas Tim Asistensi Gambar
meryerahkan hasil gambar kepada kepala bidang untuk Gambar DED, perhitungan
. ’ pedalep _I struktur, RKS dan RAB
1
A - — m wh Smenit  [Menjalankan Tugas Tim Asislensi Gambar
mbar fi hierarki ' st 0 Gambar DED, perhitungan i
kembai gambar fingl dan memberi paraf e
Ya
'haslganbar Final kepada Kepala Dinas CKBKTR untuk .—r _ Gambar DED, perhitungan | 15 menit  |Gambar DED, perhitungan struktur, RKS dan RAB
g struklur, RKS dan RAB
#hasi gambar Final kepada OPD Penyedia Jasa yang lelah _ L_ Gambar DED, perhitungan 15menit |Gambar DED, perhitungan struklur, RKS dan RAB
struklur, RKS dan RAB
—1 St HARD 33 SOFT CoPr | 60 Menit[CTDAY DED, pariungan st RKS dan RAB

FLE

dalam bentuk HARD and SOFT COPY FILE

5 Hari 2 Jam




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM



—

— Nomor Standar Operasional Prosedur (50P) g.ﬁ% s /.\| \If\: \ ‘NQN_(_ -

Tanggal Pembuatan . |ull&w(ll| ..... (-
Tanggal Revisi =R
.—u:uhummnr.m__ ==_—me—— ek

Disahkan Qleh KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI

DAN TATA RUANG PROV. SULTRA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI

DAN TATA RUANG
ﬂ embina Utama Madya; Gol Iv/d
NIP. 19670625 1996031 004
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sistem Penyediaan Alr Minum
— —— _—
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 1. Pengadministrasi Perkantoran : SLTA/SMK Sederajat, D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/
Pembangunan Nasional Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan memahami
bidang pekerjaannya serta dapat mengoperasikan komputer
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Analis Sarana dan Prasarana : S1 Teknik Arsitektur/Sipil/Elektro/ Perencana Wilayah Kota
3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara |3. Kepala Seksi: $2 Teknik Sipil/S2 Arsiteklur/S2 Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun
Pemerintah Pusat diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
bidang pekeraannya
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 4 Kepala Bidang : S2 Teknik Sipil/S2 Arsitektur/S2 Pengembangan Wilayah/S2 yang serumpun
Pengelolan Keuangan diutamakan dengan latar belakang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik dan memahami
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan bidang pekerjaannya
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum
8 Peraturan Pemerintah No.22 tentang Cipta Kerja
9 Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor § Tahun 2008 tentang
Pembeniukan Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Lembaga Teknis Lainnya
Kete, Peralatan / Perlengkapan
0P 1. SKTim

1. SOP surat masuk lingkup Bidang Cipta Karya
vy e 2. Komputer / Laplop

3. ATK
4 Buku Kendali Surat Masuk
5 Printer
6 Meja dan kursi
Pencatatan dan Pendataan

Petunjuk Teknis dan Gambar kerja dipakaifdigunakan untuk Pekerjaan sesuai periode kontrak
(sampai masa pemeliharaan)

2 Gambar disimpan sebagai elektronik dan manual

—Peringatan_
1, Spesifikasi Teknis terkait Sistern Penyediaan Air Minum yang dipersyaratkan 1

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku




Mutu baku
Pelaksana
Pengamat — Pengelol Keterangan
operasi dan Penelaah ena engelola ngolah data Waktu Out put
Fag— Kepala Dinas | ¢ 515 Bidang Kepala | omelihara|  Teknis Layanan layanan w_ﬂa el Kelengkapan a
Clpta Karya Seksl | sumber| Kebijakan | Operasional operasional
daya air
6 7 -] 9 10
2 e
lembar disposisi, buku 15 menit |Disposisi
ysisi kepada Kepala Seksi surat masuk
sosisi dan memberi petunjuk pelaksanaan N | sural terdisposis| 15 menit |Disposisi
ada pelaksana seksi SPAM dan PLP
n data dan menyiapkan bahan sesuai prosedur dan | .
inan unluk bahan analisis di Seksi Pengembangan r_ Dala 5 hari SPT, Nota Dinas
diaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kkondisi eksisting Penyehatan Lingkungan .r— . . Draft Laporan hasil
PLP) untuk mengetahui kebutunan dalam rangka — I SPT, Nota Dinas Shar | okerjaan
g maksimal.
sjek kerja SPAM dan PLP, mengevaluasi dan —1 Dokumentasi, SPT, jonari |PreftLaporan hasil
isikan permasalahan yang timbul dengan pejabat Nota Dinas an pekerjaan
ing dan terkait
: ” . |Draft Laporan hasi

penelitian berdasarkan permasalzhan objek kerja _ — Bahan penelitian 5 hari umxma_mmn_._o_.m il
2ft laporan hasil pelaksanaan tugas seksi SPAM tidak Draft | . "

P aporan hasil . |Draft Laporan hasil

Hm wo E s e Ll e B e - — — . B
maﬁa melaporkan kepada Kepa ksi untuk ; pekerjaan 5 hari Sidtadion
smbali hasil pekerjzan staf (lzporan, gambar, 12 ; _|D i
$an lain Iain ) ” /\l Draft Laporan pekerjaan | 30 menit vmqﬂwh%%:oa: hasil
L |
asil pekerjaan dan memberi paraf hierarid untuk —“U| ludak : . |Draft Laporan hasil
spada atasan  Kepaia Bidang/ Kepala Dinas) = Draft laporan pekerjaan | 30 menit umxmamm_w._o
3ani laporan hasil pekerjaan seksi SPAM dan PLP . o Draft laporan pekerjaan 15menit |Laperan hasil pekerjaan
stempel dinas, membuat pencmoran sural, dan Laporan hasil pekerjaan, 4 )
an laporan untuk keperiuan arsip i D Laporan perjalanan, 15menit |A\rSip dokumen hasil
dokumenlasi pekerjaan pekerjaan
duiperiukan
30 hari 2 jam




BIDANG BINA KONSTRUKSI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN RUTIN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Nomor SOP muo, \ S Tﬁt( \ &_ \ Q&.C_ |
Tanggal Pembuatan ) MAAA 2024 |
Tanggal Revisi =
Tanggal Efektif i
Disahkan Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi
¢an Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
~
O, e o] O
Q Ir. EFFENDI PATULAKE MS
*_ ina E&a@& GG IV/d
NIP 19670626 $99603 1004
Nama SOP Pengawasan Rutin _...na<m_n_.__wmm3uz Jasa Konstruksi

Dasar Hutum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi,
kabupaten dan kota

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membidangi
Jasa Konstruksi, dan atau Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Memahami prosedur di bidang teknis pengawasan

Menguasai pengoperasian komputer

Memiliki kemampuan analisis yang kuat

Mengetahul tugas dar fungsi system dan prosedur pemerintahan

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOPPengawasan Insidental Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2. SOP Pengawasan Tartib Pemanfaatan Produk Konstruksi secara Rutin maupun Insidental
3. SOP Mekanisme Pemberian sanksi bagi pelaku Jasa Konstruksi

1. Lembar Kerja dan rencana kerja anggaran
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi printer
4, Jaringaninternet

—

Peringztzn

Pencatatan dan Pendataan

e 3
Apabla pelaku jasa konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat surat pe ryatash

dengan melampirkan dokumen pendukung terkait konstruksi yang menjadl tanggung Eh..__ﬂ_uzﬂm"mwm:
memoengaruhi penyelesaian laporan tahunan yang harus disampaikan kepada pemerintah di tingka
Provinsi

Penelaahan Surat pernyataan dan Dokumen penunjang lainnya dari pelaku jasa konstruksi sebagai bahan
tindak lanjut pemberian rekomendasi




fé_fcx% pengawasan Insidental

———

|\\l\u\l.||\l|l|||
_\......_
Pelaksana
Keglatan Mutu Baku Ket
" Dinas PUPR u o P
| B engguna .
_ IK Usaha Rantal el Penyediajasa Kelengkapan Waktu Output
[ Ee——— Pasok)
i penyampaian permintaan tertulis untuk pengisian ——— Surat Fernyataan
__ 1 | dattar SIMAK, berupa surat pernyataan dan dokumen ﬁ _ ~r - ; e S 9jenis/format surat | .. dan dokumen
e 1 | pernyataan pendukung diisl
__ E “ ! 4 lengkap
| ._._.,._m__:anaacuﬂ sJrat permnyataan (Daftar SIMAK) I A N . e 9 |enis/format surat Surat Fernyataan
_ p . ; | pernyataan dan dan dokumen
|1 | dan melengkapi bukti dukung sesuai format yang | Sokaiisn 14 hari canduluig dosl
| | diminta, kemudian menyerahkan ke Dinas PUPR T ﬂ J H St jergkap
| i
_ ] Menerima dokumen surat pernyataan dan dokumen O | | | P Daftartandaterima | 1 harl m.._“ﬂ_q _ﬂ“&
_ pendukung :
_“ ] ] Ceklis hasil
7 o | et penelaahan/perneriksaan atas surat pernyataan ..m‘w . dﬂm R F—— | S pemerlksaan 3 harl Ceklis
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Kualifikasi Pelaksana

Idzng Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan
Unéang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
1 Renturzn Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nemor 2Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
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{ Feraurzn Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman
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kbuzaten dan kota

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pzkerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membidang
Jasa Konstruksi, dan atau Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Memahami prosedur di bidang teknis pengawasan

. Menguasai pengoperasian komputer
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Mengetahui tugas dar fungsi system dan prosedur pemerintahan
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) | Penetapan tim dan pengumpulan data awal | : Penyusunan Penyusunan | 2 hari Nota dinas
; as Produk Hukum Daerah
Memberikan laporan persiapan Penyusunan Produk r ] Rencana Kerja
{ |Hwm Daerah Terkalt Penyelenggaraan lasa L q wsia] i 4 Penyusunan Produk 2 hari Nota dinas
Kenstruksi kepada kepala dinas PUPR . ; N Hukum Daerah
Menerbitkan  surat  perintah  untuk  dilakukan _F m
§ |Pewusunan  Produk  Hukum  Daerah  Terkait Vi Surat tugas 1hari Nota Dinas
Penyel b
nyelenggaraan Jasa Konstruksl T Berita acara
[ W Penyusunan
5 | Meakukan Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkalt ﬂ | Penglsian Format 10hart | | progduk Hukum
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, m i i
— e ...,a...lm
! ettt IR 1 perbaikan 2 hari Tanda terima
7 | Mebkukan rekap hasil penyusunan dan memberikan R _\ - malm Rekomendasl pe
rekomendasi perbaikan N !
Meneri " Rekomendasi perbaikan | 1hari | Suratpernyataan
! 33_#”_.._ hasil  penyusunan dan rekomendasl ~
n
— i/
ﬂ..;ﬂf.l.lf - f Tidak -~ YA Rekomendasi perbaikan | Shari | Suratpermyataan
: : p W .\.. = - -
; Eﬂqﬂ””_;._s_ hasll penyusunan dan melaksanakan W . _ "
~— III||I||II|I.I.II:|.|I|-|III.1||I. g _
.{-’."lll|| | _h ﬁ | Penyusunan laporan 1 harl Terinput laporan
[ Teth Papetengares il
e Bgaraan Jasa Konstruksi . —
IIIII‘..'IIIlIl...lI
el
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BIDANG TATA RUANG



PEMERINTAH PRO
VINSI SULA
e WESI TENG
TA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN ._.M”Mﬂc\rzo

Jin. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi ;
| Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi T
’ i Tenggara 93231

ERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OP
OVINSI SULAWESI TENGGA

PERTIMBA
NGAN TEKNIS KESESUAIAN TATA RUANG PR RA MELALUI SURAT DINAS



Lampiran |
Nomor
Tanggal
| Tentang H«
Kepala Dinas
Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
" Provingi Sulawesi Tenggag -
PEMERINTAH PROVINSI BULAWIEST TENGGARA Dlsak gl ey .J__m .
411 KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) isahkan Oleh TN
J1. Halu Oleo No, 5 Kompleks Bumi Praja Kendnri S ey £ _ 2
\ ENDI PATULAK, M. S h .
é . pefiibina Ptama Mag§a. Gol. IV/d
e NI1P2,-19670626:199603 1 004
e STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SsOP) S
PERTIMBANGAN TEKNIS KESESUAIAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI SURAT DINAS
T T Kualifikasi Pelaksana
ﬁmﬂﬂ% Republik Indoncsin No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. I.” Penclaah Teknis Kebijakan 5-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang
' ndsng-Undang Nomor 26 Tuhun 2007 tentang Penataan Ruang scbagaimana telah Planologi/Perencanaan Wilayah atau bidang lnin
heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang yang relevan dengan tugas jabatan
Penctapan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Penatanu Ruang . . _ = .
2. Penata Laksana Agraria dan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik
2 MH””.:MMMM:E: Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan pRuy ﬂpﬂ”ﬁ”ﬁnﬁ“ﬁﬂﬂMhﬁmﬂﬂ.ﬁ”_mu“c.”w“”mﬁc e

aegruran Menterl Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nssonal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian

Amenfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

K Pergruran Mentsr Pendsvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tebrm 2012 rentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Admmistras Pemerintahan,

Lan

[

Fzenzran Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan
er..l.ll.ruw,-. oemzh

el

L TTELmEn Gubernur Sulswesd Tenggara Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 10 Agustus 2015
TEng Pedoman Pelaksanzan Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

TR Crhermir Sulowes Tengeara Nomor 57 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember

T ===0g E=mnduken, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
T - _~ — -
. <rm2 Eava. Bina Konstruksi dan Tesa Ruang
S ﬁIH:Ifh Gubermur Provinsi Sulawesi Tenggara No. 170 Tahun 2018, Tanggal 15
R Yo - = - i i
IﬁuﬂJ..n.. <-% =memr Perhensikan Tom Koordinasi Penatzan Ruang Dasrah Provinsi

Sz

~= o=

3. Pengolah Data dan Informasi

D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/
Administrasi/ Pemerintahan/Teknik
Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika atau
bidang lain yang relevan dengan tugas

Peralatan / Perlengkapan

. Lemari arsip
2. Blangko permohonan

L

Komputer

Meja pelayanan
ATK
Kamera/HP/GPS
Meteran

O~ o

Buku register permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang
Buku register penerbitan rekomendas: kesesuaian tata ruang

Pencatatan dan Pendataan

1. Setizp permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang tercatat dalam Buku Registrasi
2. Setiap penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang tercatat dalam Bulu Registrasi
Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.
3. Tesbitnye surat penyampa=n informasi kesesuzian Tata Auang




—

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) L SURAY DINAD e ||-|-1
UANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA MRUL/ SURAT B 1 1U/TU PELAYANAN SR
\\LﬁlmE\\]oE_m KESESUAIAN TATA RUA A s T
- ﬂr1ll,1|.4 - a-iljli! = T | _— KT
Perata . Pemanfaatan . Walktu Quitpu
TS 1 Laksana Pragolah Penelaah Tekns .._,.“;s:.. Kepala Dnlang Kepala Dinas Perayarataai
- AWTT — Peavoha Agrana dasi Dt dan Kebyjakan = o2 Tatn Ruang L —
| nfarmani Pengendaian | 1T
| | Tata Ruang a Bugne [~ -
ﬁ.\\\\l\\\l\.‘l . Surat Permahonan
ldentitas pereohon
_ JNomaor induk perusitinan
.aurat kuasi (bag _..._::?:: yang Brunbean 10 menit Lembar diaposis
, i ) haan
- e Ml direluur/ pemnilik perusa
aplisn sempe=s _Denah/matterplan kegiatan
koordinat lokssi (SHP)
Jkontak person iy
_ l|14.l|.|_|.|_|| q...w-.: T (erkan
| |ygeerizma surat pemohenan dan (Trluslasgiap Imghas) Lembar disporisl dan kelengkapan berkas 5 menit Lembar disposisi
» _.unﬂﬂ.ﬁu.._ keiengrapan data dan 1 pemahon
e
|semobon
L .
Kepala bidang menenma berkas
i ‘ecgiap dani pemohen dan Kelengkapan pemohon 5 menii Lambar dispouini
| memeruskan kepada kepala scksi
otuk dlakukan telanhan
g [Foeala weks melakukan rapat Undangan rupat dan bahan /inatori rapat 60 menit  |Hanll Rapat
peralapan telaahan
Melakukan Koordinasi internal
apabila permasalahan kempleks
maka akan di bahas lebih lanjut
dan epabila diperfukan akan i
5 |ditakukan survei lapangan. Apabia I—| Kelengkapan pemohon dan hasll rapat I bulan ___.H“qr_..ﬁh.__ dan hasil
tidak dipertukan survel maka dapst
langeung disusun hasil ‘woordinasl
dan membraat surat periimbangan
ek kesesualan tala ruang
Tudak / Ya
6 Merneriksa hasil koordinasi dan \ {aacs el i Sk % B
draft surat serta membubuhi paraf < po oordinum dan draft surat menit ralt surat terparaf
- Memeniksa hasil koordinasi dan _ b . i
draft surat serta membubuhi paraf — | poran hasil koordinasi dan draft suias 10 menit  Draft surat terparaf
8 Menandatangani surat kesesualan i 2 ; Surat pertimbangan Miaya Survey
e ik poran hasil koordinasi dan draft surat 10 menit telenis lcesenualan tota ditunggung
ruang pemrakarsa
Mencatat surat keluar,
menggandakan surat sebagal S
9 HH ural pertimbangan
_.éﬂ_h_.:.“.:v serta menyershican — [Bulr penomores: dan foto copy 10 menft teknis diarsipkan
surat kepada vﬁuvs_n:._
Pemohon mencrima surat 5
16 |penimbangan teknis kescsuaian Selctai Surat informasi kesesuaian tala ruang 10 menit .E_”- t _M_._.wu_._..u-n:nta
lata ruang tekenis di distribusican
mq.ﬂ diperiuhan 1 bulan 2,5 jam Burat Informesi kesesualan tala ruang




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Kec.Poasia,

Jin. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RTRW PROVINSI



Lampiran I : Diagram Alir SOP |
ZOEMn ¥E0 - ' / EQHT qz \—\:.\‘NQN& ]
Tanggal Efektif : I—
v Tentang : Penyusunan RTRW Provinsi |
....h_ n@u‘ Kepala Dinas Cipta Karya
n \ Bina Konstruksi dan Tata Ruang ‘
o
DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG Disahkan Oleh
JL. Halu Oleo No. 5 Kompleks Bumi Praja Kendari
Dr. Ir.
\1?5».&% Mady Gol. IV/d \&n
NIP. Hmchrmmm mwmmom 1 004

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota

Defenisi :
Rencana Umum Tata Ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas

Kualifikasi Pelaksana :

51

Dasar Hulrum :
L. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana|l. Penyusun Rencana Tata Ruang/Zonasi dan Pengolah Data:
s . Planologi/Arsitektur/Sipil
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023|2, gasie Penertiban Tata Ruang: S1 Planologi/Arsitektur/Sipil
; : 3. Kabid Tata Ruang: S1 Planologi/Arsitektur/ Sipil
P Und N
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 21, 'y .12 pinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; vn_.n.c.m_...mc:mn_‘_mw yang serumpun &...:wn._mww: dengan latar belakang
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik
Penyelenggaraan Penataan Ruang Peralatan / Perlengkapan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang 1. Lemari arsip
Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.  Alat Tulis Kantor
4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, | 3. Komputer/Laptop
Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, )
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang 4. Kendaraan operasional
d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 5. GPS
(RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 dan RTRW Kabupaten/Kota 6. Kamera
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor| 7. Drone
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
Keterkaitan Pencatatan dan Pendataan
1: SOP Penyusunan KAK - Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentasi capaian kerja
2. SOP Pemanfaatan Ruang - Copy data dari masing-masing walidata
3. SOP Penertiban Tata Ruang
Peringatan
- Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Penyusunan RTRW akan terhambat.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jin. Haluoleo No.5 Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec.Poasia, Kota Kendari,Sulawesi Tenggara 93231

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG



Nomor : )/ Lmb . S.Wﬂlfé / 7

ﬁ\\\ Tanggal Pembuatan: | kuwkh %Y

, G Tanggal Revisi
) Tanggal Efektif :

¢v\ Disahkan Oleh - Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata

o Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara

.@u_:. e
SR a2

i
al
~

5

DINAS CIPTA KARYA BINA
KONSTRUKSI DAN TATA RUANG 2 Ulama Madya- Gol. IV/d
NIP. 1 mm%aﬁw&@mm&_gi

Vi ey T
i

Yo
W

e
™,

=t T
oy

oA

oL 3

e S N

PROVINSI SULAWESI TENGGARA :

Nama SOP :Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang |1. Penelaah Teknis Kebijakan: S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- bidang Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah atau bidang lain yang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah relevan dengan tugas jabatan.
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [2. Kasie Penertiban Tata Ruang: S1 Planologi/Arsiteklur/Sipil
menjadi Undang-Undang. 3. Kabid Tata Ruang: S1 Planologi/Arsitektur/ Sipil
2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan |4. Kepala Dinas : S2 Manajemen/S2 Akutansi/S2 limu Ekonomi dan Studi
Pembangunan/S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang

Penataan Ruang.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitek/Listrik

Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peralatan dan Periengkapan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi a. ATK
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar | b. Komputer/Laptop
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. c. Printer
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 d. Kamera/HP/GPS
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara | e. Meteran
Tahun 2014-2034
Pencatatan dan Pendataan
Keterkaitan : SOP Surat Masuk/Surat Edaran/Laporan Masyarakat Monitoring hasil pemeriksaan data spasial dan peninjauan/survei lapangan
Peringatan: sebagai bahan laporan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan
ruang.

Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan penataan ruang berakibat
perubahan fungsi ruang yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada




- BIDANG TATA RUANG

UNIT KERJA
NAMA SOP . PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
Pelaksana Mutu Baku
_ Ket.
"
NO Kegiala Pengawas Tala |Kasie Penertiban|Kepala Bidang| Kepala Persyaratan/ Waktu Output
Ruang TataRuang | Tala Ruang Dinas Kelengkapan
— |Melakukan koordinasi U ,
1 jam laporan
. m .
1 |persiapan pelaksanaan AT 30 menit | koordinasi
monitoring
Memeriksa Data Spasial _Nm:nm:ml ¥ ) )
2 |Tata Ruang terhadap Data Citra komputer/laptop dan | 1 jam " _mvEmﬂ hasi|
Pemaniaatan Eksisting _ perangkat lunak GIS | 30 menit | pemeriksaan
v
Membuat jadwal 1 jam )
3 pelaksanaan monitoring Komputer/ laptop 20 menit jadwal
|
\ 4
5 [Menyapkan bahan  form/dafiar | Tipak rwﬂwﬂ:_ﬂ.“__m%hon %m diam | draftformuir
monitoring dan peta lapangan P Qi _ dan data pela
dan printer
" Memerksa  bahan  form/aaftar L ATK, komputer/ laptop| 1jam | blanko formulir
monitoring dan peta lapangan I dan printer 30 menit | dan peta kerja
7 _ YA Y
Melaksanakan monitoring lokasi
6 [terhadap pelaksanaan | R ora, wmam_ﬁﬁxu an 60 Han data dan {oto
pemanfaatan ruang pen
A
Membuat analisis dan rekap hasil
7 ap hasi _ | TIDAK komputer/laptop dan 30 hari dsta
pengawasan lapangan perangkat lunak GIS
|
Mengevaluasi hasil pendataan dan _l
8 ! | ;
pengawasan lapangan ATK, komputer/ laptop| 10 hari data
g [Membuatiaporan hasil y YA .
monitoring lapangan rekap laporan 30han dralt laporan
10 [Menyampaikan laporan hasil : . ,
monitoring lapangan |— ||,‘ laporan hasil kegialan 2 hari buku laporan
11 [Menerima laporan hasil Buku Laporan
monitoring lapangan buku laporan 1 hari | (Hard Copy &
Soft Copy)
Jumlah Waktu 133 Hari 10 Jam




